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ABSTRAKS

Nama : Muhammad Agung
NIM : 202110110311052
Judul : Analisis Permasalahan Kekaburan Frasa “Merintangi

Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan”

Dalam Pasal 162

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pembimbing 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si

2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy.; M.H.

Skripsi ini menganalisis permasalahan kekaburan frasa “merintangi atau
mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi bagaimana frasa tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian
hukum ( lex certa’) dan memberikan solusi reformulasi pasal agar selaras dengan
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, temuan
utama menunjukkan bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi
mengkriminalisasi hak-hak  konstitusional = masyarakat, seperti kebebasan
berpendapat, yang seharusnya dilindungi. Ketidakjelasan ini juga menciptakan
ketidakseimbangan hukum yang menguntungkan pelaku usaha dan menekan
masyarakat sipil, bertentangan dengan prinsip hierarki perlindungan hukum yang
mengutamakan masyarakat. Reformulasi diusulkan dengan mengganti frasa
tersebut dengan istilah yang lebih spesifik dan menambahkan klausul pengecualian
untuk melindungi aktivitas legal masyarakat.

Kata Kunci: Kekaburan Frasa, UU Minerba, Pasal 162, Kepastian Hukum,
Kriminalisasi, Perlindungan Hukum.



ABSTRACT

Name : Muhammad Agung
NIM :202110110311052
Title : Analysis of the Ambiguity of the Phrase **Obstructing or

Disturbing Mining Business Activities™ in Article 162 of
the Mineral and Coal Mining Law

Advisors : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S:H., S.Sy., M.H.

This thesis analyzes the problem of the ambiguity of the phrase “obstructing
or disturbing mining business activities” in Article 162 of the Mineral and Coal
Mining Law (UU Minerba). The research aims to identify how this phrase fails to
meet the principle of legal certainty (lex certa) and to provide a solution for
reformulating the article to align with the principles of good legislative drafting.
Using a normative legal research method with a descriptive-analytical approach,
the main findings indicate that the phrase is subject to multiple interpretations and
has the potential to criminalize the constitutional rights of the public, such as
freedom of expression, which should be protected. This ambiguity also creates a
legal imbalance that favors business actors and suppresses civil society, contrary
to the principle of legal protection hierarchy that prioritizes the public. The
proposed reformulation replaces the ambiguous phrase with more specific terms
and adds an explicit exclusion clause to protect legitimate public activities.

Keywords: Phrase Ambiguity, Minerba Law, Article 162, Legal Certainty,
Criminalization, Legal Protection.
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